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KATA SAMBUTAN

I ; ehidupan hukum dan berhukum kila masih dalam proses yang

enjadi. Keinginan uniuk membangun sistem hukum yang
manditl sesungguiinya lelah diamanatkan oleh para pendiri negara ol yang
dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Dasar 1945.

Keinginan membangun hukum seperti ity juga ditkuli aleh
pembangunan dan pemantapan fungsi penegakan hukum melalui keberadaan
aparal penegak hukunmya. Dan pada lahap akhir barulah lerkait dengan
pembaniukan moral hukum melalui budaya masyarakatnya,

Ragam tlisan dalam buku ini ditulis aleh para sahabat dan mahasiswa
yang seeara khusus dibarapkan menjadi litik balik perenungan 50 Tahun usia
saya. Kelika mereka menyodorkan tulisan-wlisan ini saya tidak bisa
menolaknya, sebab mereka adatah pemilik negeri ini dan pemikirannya
semuanya bertumpu pada keinginan untuk membelajarkan hukum dan sisiem
hukum dalam sebual negars hukum yaitu Negara Hukum Indonesia

Budi baik davi saudara Dr, Firman Munrago, S.IE, MLHum, seorang
subabit yang pernah benilangkali imempertenangkan dan mermbahas lentang
kegelisahannya memaknai “kehidupan bukunt™ dan berbukum di negert g,
akhirnya memperkuat keyakinan saya bahwa yang bersangkutan layak uniuk
Aliyn berikan tugas menala kembali Wlisan-tulisan yang lerhinpun dari para
kerlepn dan mahasiswa saya menjadi buku sehingga hadir di lengali-tengah
pembea sckaljan.

Kehadiran kebesaran Tuhan yang masih memberikan kekuatan dan
nali selengah abad, bagi saya, harus saya maknai sebagai kesempatan uiuk
weititkin ikhtus berbagi, mendiskusikan, dan membelajarkan hukum kepada
liipi sujn. Sebagian dari penulis dalam buku int sudah purna belajar karena
derjulyn sudah pada strata Lerlingy vailu Strata 3 {doklor). Saya berharap
el lmn-tulison mercka akan menjadi semakin bertumpu pada derajat
hasboktornnmyn, sehingpa pada saainya nanli akan mencapai puncak pencapain
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tu menulis di bidang hukum yang
akehidupan hukwn dan herhukam

kritik sy dalm berapi piliuk d
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Prof, D1 Gede AB Wiranat, SH.MHL
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PENGANTAR EDITOR

udah sejak lama dipahami dan dimengerti bahwa kehidupan

berhulum dan hukum itu sendiri tidak pernah bersih dari realitas
sosial yang diaturnya. Selalu saja ada bias antara hukum dalam perspektif
leks dan konteksnya.

Realitas seperti itu mempertunjukkan bahwa ada sejumlah faktor
internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dan tercipta, serta
berkenibangnya hukum dalam hampir semua struktur dan strata masyarakat.

Buku ini memuat tulisan yang berbasiskan pada kajian kritis fenomena
hukum dan berhukum di sebuah negara hukum yang bernama Negara Hukum
Indonesia. Dituliskan oleh para akademisi dan habitatnya, yaitu penulis vang
berbasis pada Strata 3 (Alumm Program Doktor Iimu Hukum dan sebagian
i antaranya masih bergelut dalam penyelesaian studi doktor)), Strata 2
(Magister Hukum dan sebagian juga masih dalam proses penyelesaian derajat
Muagister lTmu Hukumy), dan Strata | (yang masih dalam proses menjadi).
Keseluruhan penulisnya merupakan pencerminan betapa kajian hukum hagai
mereka masih merupakan lahan yang cukup luas untuk dikaji sebab pada
disnenya hukwm dan ilmu hukum dimensinya memang teramat luas,

Byku ini dituliskan sebagai kado ulang tahun Prol. Dr. I Gede AB
Wirnnata, S.H., M.H. yang ke 50 Tahun, Sebagai seorang sahabat, teman
sperguruan pada jenjang program doktor di Universitas Diponeporo
sernirang juga teman dalam berbagi sekaligus seorang kakak, saya memperoleh
Kesempatan yang membahagiakan menyeleksi sekaligus mengedit kumpulan
Wigsan dart para mahasiswanya, kolega beliau sehingga menjadilah buku ini.
Al sebagian tulisan yang dengan berbagai pertimbangan tidak disertakan
il buku ini salah satunya karena kendala keterbatasan waktu dan
Wlnmbatmya naskah diterima. Semoga ini tidak menimbulkan kekecawaan
Bl para penulis yang bersangkutan.



Secarn keseloruhas sk g ditobiskan selsgat gebonh persembadim
inloddy yonmge Diss sz dinyatinkan mowalkilidan sekian hanyal persi silan hukin
yoop s ind el ek diocu eneniri ke dani Koostroksi sebily negar
Indonesia yong st dengan problematikanyisendini dibandingkan denpan
nepara lain, Kajian bukum dan masyarakal, hukun pidang, kencparaa JIl.
Tuliseu ini jugen bisadinyatakan mewaldli beberapa “penerasi™ karena diwilis
olel paca penubis yaog sebaptan masil sedang “menjadi sarjani, mapiser
balvlezn clok e dadann liidkang hukuen, Sungguh sualu fenomena yang menarik,
selapaimima Prol, Gede yang selalu merendah dan imenjadi teman berbag
packt berbkigal strata yang diasuhinya, sehingga para mahasiswanya lidak permah
mengimppap beliau sebagai seorang mahagurew yang dilakuu, namun lebih
sebagil subobat, menjadi seorang tempat berdiskusi dan becbags tmu,

Setamat uling tabun sahabat, kakak, dan gura ko, Tetaplah menyadi
dint sendind, herkarva dan mengabdi pada negert, Usiaselengah abad tenandai
denpan maraknya karya para sawbat lain vang dipersembabkan kepadn negen
i, seooes aeaut menjadi “sebual) aman dengan seribu bunga™ eagasan yany
akam ek wacana bagi para penstadi lukum dan ilrw bukum. Semogan
ket alsany mmampu menjadikan mucsurd auladan.

Tiada gading yang tidak relak. Bungarampai ini dipersembahkan
kepada pembaca dengan berbagal kekwangannya, Semoga ada marnlaatinya.

Palembang, 9 November 2012

Dr. Firman Munlago, S.HL, M. Hur
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PENATAGUNAAN TANAH SEMPADAN PANTAI
UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

FX. Snmria

A, Pendulialuan

Tanah merupakan karunia Tuban Yang Maha Kuasa untuk
kesgjalueraun bungsa Indonesta, sehugea [stbansan bangsa Indonesiacdengan
fataly bersifat abadi dan asast. Jika hubungan ind Gdak tersusun dengan baik
dan sekesarmia, akan Jabit kemiskinan bagi sebagian besac rakyat Indonesia,
ketidakadilan, peluruhan, serta senpketa dan konfTik yang berkepanjangan
dan bersilal stuktural.

Tanaly merupakan matrik dasar sisiem nuang, Tanab adalah ruang
daratan vang memiliki wujud nyata, digunakan, dikuasai dan menjadi lempat
kehidupan dan penghidupan sefuruh rakyad [ndenesi, Lxalim keowaloannya,
i attas lonah telah ada berbapai heotuk penggunaun lanah dan penguasaan
fanih yane diselenpearakan eleh rakyal, Talam kenyataannya puli balnwa
yang dimaksudkan rmang dalam penyelenggaraan penalidn raang dewasa
ini impir dipastikan adalah doratan atau ook, Cleb karena i, sehap
peniki rumwe sk bemakon penakai atau pengaiuran lembli penpgonann,
peinilikan dan penguasaan tanah yang diselengparskan olel rakyal

Perzoalan vang harts dihadapi dulam penataan roang glanany
wilayal pesisic adoloh hagaimana mengimplemeniasikon berbagai kepernlingan
permbangumen vang bersifat publik baik di aas bidang-tidang fanah vany Lelal
dilekali denpan berbagai Tedi-hok alos Lanah vang lebih bersita prival alauptn
et v lngsong diknsd nogs, Peoalsn yag Lelah berkmgsung i Lengah
masyarakay agar menjadi selats dengan fujuan kepenlingan nmunt,
direpresentasikin dalinm bl o iy, Haling leniuakin sl

ALY



merberika irnplikis woadap kesepahiesan hidop kv st nalioyi
lerbera secis |:l||g5llltj:',.

Eeacpableram hicdup havus dingalakan sebapai hik setiap ckosisten
yang ada di muka bumi, Kesejahterman berartd memberikan bk leepada
seliapekasisien wntuk berkenbang sesua dengan kodrulnyn MAsIE-Tsing,
termagek peran dan fungst makhlukdza mati sekalipun, Dengan memberikon
muang kepada setiap ekosisien. ta akan mampu memberikan perlindunpan
kepada ckasisten lainnyva vang berupa ketersediaan kebutuhan vang sehil,
fermasuk wilayal pesisir alne vang sering discbut sem paddan pancai’

Femanlaalan bngkungan secar lepal lermasuk penandbalan rng
sempadan pantai untuk kepentingan ekonamis jupa harus dital dengan
sistemasiis dun berlanggung jawab oleh pemerintah dengan melibatkan
masyarnkat. Kondisi penataan fngkunsan yang liaova beroricotasi pada nilai
chonmni yang dominan, ukan beepengarnh werhadap timpkal kesejalucrnn
masyarakit, Orienlasi ckonomis vang sangae kuat, nie wakibaikan nspek lain
ikt ketilangan peluang untuk berkemlung, dan Regaguban-kegagalan lainnya
aakeewn tnenjawcdt masalah seciug yang dapal enghilanekan nildi-nilaj perlindungan
ekosisten. Penalain nuang, din urisain lingkungan pada immya masih menjadi
denningsi pemerintab semai, veng berakibat pada daya kontrl vang lemal,?

Negara Indoneaia selapat negara kepulawan,” karens berdasurkan
diata yang adu. levdapat sekitar 17,508 (lujult belas ribu lina rans delapan;
Buah pulan besar dan kel denpan pulan ulana yvato Pulaw Kalimanan, Pl
Frian alau Papuse, Pulin Sulowess, Palao Sumalera dan Palau T, mermiliks
sarts panlai yang parnjang, Gupsan gt di Indonesia ada yang dileimpail
clan aula yang Gelak ditempat olel muwosia, hahkoemasih Lranyak yang belam
diberi mama, Pulau-palao vang dilempati oleh mansis urnmye adalaly podau-
Pl vampe besar, secaigekan pudie-pulan yang Lok dilemnpat Besemva puslan-

Pl LR psones Presidon Nomar 32 Tabong L0 kriterty semmpadar paasi sdnlaly Jatetan
AUpIRfan lepinn v el propossionsl dengen bentuk dan Londisd [eik poncai minima
I GO mester dari s pasimg serlinegt ke arl darul

FEaLipta Rahardio, S-S Lain Hladas o Secdonisia Takaman Peerii Tk K umimas, 2005,
hlir. &3,

* Mg Indonesin wajur dischin neenia ket kiveni severs prinmalikal, ko Idonwesia
derhsl it Bnhasn Yomnd, sk “Indas™ v Dot ®lalin® dan @ Meses vy Terarl
Sl Berdisackan psal Kstooreesehul, Dedonesia lenmnk Feepiran Dsclin agian kepo b

sing: Lesilvedl wilivsash Tedin SeTain dienist seleat desms e polaonm sebesae 8 dunda, lndonesia
[P TEFEaTRS 52 Finisil e ot CEIman s il e o onsn S matalily el HSHITHE
Fovtiirelok, Sosdoeotier Fefame chon Dl Yoevaban e Postal Wadlynrine, 2k, i T

I

i'”l”“ [oariei] Vil Frols perme i oo dvae Sl ik tllt'!ltlll|xllll1,|_',
bl kel peun nrs e dobi palan ersebol, seperh LL'lt'I"iL'll!ili!]l
bl Jeeltubu pokol e, Depeckakan 60% pendiduk Tdunesia
Drichups e berrmdeion o el e, Dx G309 desa e donesia leedapsal
4,735 dlesa yang dapat dikatepovikan sebagad desa pantad, Babkan, masyacakal
vate beemnking i wilavad kel pant sudalmeneapai sekitar 1O L orrg,!

Berdagrkan oraian di alas keberadaan pantal dan suam pulau
mempunyad arth vaog steatepis, korena di sasnya ada kepenngan ckum}vzﬁi
orang-perorang duly masyarakal selempat dan joga ada kepentingan poliik
dan keamaonan dari negarafpemerintad, Adanyo berbagai kepenlingan yang
diletakkan di sias suatu pulan leesebuon, reonunyva diperfukan pengalurcal: yang
memberikan Jannnen kepastian nkum lerhadig penguiesaiuy dan penag i
tanahinya sehingea kepentingan para pthak lersebut tdak saling berbenluzan
dan salin e iadikan serta nyuan peman Gatan pulao bak secara clonon,
sosinl ll'lil.;.lL‘.lL]l.'l secara poliik dapat tereapan

Pengaturan lechadap penpussow, pernilikan dan penggeunaan tanah
vane ada di sebuah pulaw (pulav-pulao kecily mengacu kepada peraturan
penpuasann don pengeuman nd diatos perookaan bun pada un Ny,
vaknivk kepentingan peotenntah mavupun kepenlinganrakyal. Kepentingan
rikevad berkaican devgan hak-hak vanp dapotdikuasai dan dimilik ata dapat
dil‘w:‘rikan aleh Mesara Kepada rakvitoyi atas ubyek lanah tertentu yang berae
di alas suatu pulan, -

Menyaogkul hak-hak rakyat lerselbot, konsblus: Negara menjunin
adamye hak-liuk dasae rakoyat, lidak honya lechdap hak-hak atas lanih telap
L Icrhudau] Lik=hak dasar lainnva vang mentng diciotan oleh rakyat dan
Iv.'njih dilindenai olel e Hak dassar menusdan kondisi dasir yang birua
ackindan tersedia dalam kehidupan, haik wing silaluya individuebmaupun
kolekiil, Hak-hok dasar vang lahir eleh kareon proses kesejahtersan don
proses perjalim bangsa selamea ini vang mesaujued dalam hanyak hal, sepevd
sandang, pangzan, papen, keschatan, pendidhkon, ragn mman, rasd oy,
kebebasan, keadilan dan dolan berbagai benhik Lainmya

Flewnpir semua hal yang beckaitan depgan hak-hak dasar rakyat
Jangsung aban Gk Touypsomge Beckaitan denpan persoalan pertanaban. ak-
]mkh Ll.:l:\';-ll' rakoyat vang meswsiod dadam Benmk keadiban, sepertinga Ldak

1l Meld ' wos 6 Feh 2017 i 3 )
+!||||:\|:.'.'\|.l.'|..l.'|..l._|||'|'|||||| FECER A SR CRAN AT A LR0 s Shnniroye him dinkgses 26 Feb 2012 i L2 0
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bBerkailon dengan pectnalu, et Karcon nal merapskim samber gl
kemakimuran, sumber utuoa ckonomt dan Talskan pedivik, maka pengiimm
penalaan, penpuasaan dan penalikoonyiomenjndd indikater penting dari
Leadilamn,®

Menvanpkut masalah perlnahan yang disebul sehugio sumber alnz
kesgjableraan dan menjadi indikator peating dard keadilan dikonslatir dalam
Pasal 33 aval (3) Undang-Unidang Dasor 1943 vane menceaskan babwa
“hnnt, air dan kekovaan alam yang weekandung di dolamiva dikvasas olel
MNegrara dan dipersunakan vk sebesar-hesar kemaknean rakyal™,

Pengaunaan bumi, airdan Kekavaam alam unlul sebesar-besar kemak-
i radeyval tersebul meryukkan bahwa tujuan pemaniualanmya semita-
mata vtk mwensejabilerakan rkyal sekalirus dengan mennperhatiban aspelk
keadilan yang ditunjukkan dan kata “sebesar-besarnya™, artinya hasil dar
peimetinaan dan penianaatan bune, aic dan kelkavoun alam erselul bulan
unluk perseoranaan alau kelompok lertentu erapi untok rakyal bayak.

Selanjuurya kebijakan di bidang pengelolaan bumi. air, ruane angkasa
dan kekayaon alam vane terkandung J dalannya Gswnber dava apmarna) diatur
datarn Undang-Undang Normaor 5 Tadan 1960 @nlang Perauran Dasar Pokok-
Pokok Agraria {LUUPA) Kemudian awran tersebul dilindaklagut dengan
[reraliran pelaksannan dalam berbagal peraluran perindang-undangan vangs
bersiful orpanik. baik dalam benk undang-unckng, peraturan pemerinlal,
peraluran presicden, keputusan presicden, peraluran imenten, keputasa meiien
dun lain-lain,

Pasal 2 UILITA mengalur bahwa “hoami, air dan roang angkasa
terinasuk kelrvaan alam yanp Lerkandung G dalaminya pada lingkatan teoingi
dikuasai olely negar™. Pengertian bami meliputi permnikazn bumi, rermasuk
puka bl bura di Bassainya serta vang berada diatasnya, pengertian air
adadaly perairn pedalaman maupun L walayadh ndonesi, sedang pengertian
ruang angkagn adalah roang diaas buemi dan 0i slas peraican,©

Lingkup permibaan bumi ersebut melipon tnab vine ada di selural
[ndonesia sesuai dengan konsep kesauon selurul widinesh Indonesia sebagai
kesatan tanabar o selomeh rakyat locdonesis, maksadive s ddak scoa-

Playn Wineto, Bepalin Dedin Pezboaban Basenal, peogicalom pesk pembndiain Sanpesiom
Mol tencing Seconcdiar s borgape Pacihly cnkity e Dempasin-bih, Desember 26005
sednginani chggis Mol Kensoos, e 0T i tutieg Jilis, 12
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patsn Dk et pe itk fetapi g morngeskon hed. |II'I:-I'I|'I|i|.|:'I|\._‘\.'i.l| I|.n|unr::|.-|
s mnerupikan e b Pk, oyl Dvamggan Tnndones, .
| [repsed @ LIUHEA pensta taleasn BT alas o ik ien sl ‘I.]ZI.II
negirdilenmukom sy oussneenaeim bik atis Ll g gl eliberikin
e pascker pasrcerangzany mznpan bindan Ll byl Ty, Hlak-Tak ke tanah
pembert wasvenang dutk menaperpunmskan e yang hersaiekitao sekedir
diperlukan wituk kepentiogan yang bugsung el bungzan dengan penggunian
Lanals jin dan dedkenn Bithias-babis el Eelenlien peraturin preruncangan,
[Dengan kata lain mengalokasikan kekuasiu hak utas onah oleh negara
Fepada urang ataw badan hukum yang dikkukau seearn lerukur supaye Ll:l]"Lll
digunikan bagi kelangsungin hidup sellap orang secarn l_'lursu_llm—s:n Lt
Seenra konsepsiona] seluruh permukaan bumi (lanan; yang ada di
seluruih wilavah Indanesia, sejatinya dapal dimiliki dan dibenkan hiak-liak ntas
Ll k-:pn:m sefiap wargas nepar hulonesi gesitl dengian E{clnlmumn
preraturan perdidang-undangon yang borlaky, tenmasuk :s-.:nt:p:tdm? (L, lanulf
Ji kepulauan alau merupakan pulau ata juga pula-pulay ku:ul vang, m.la il
selurul wilavall Indonesia, Namun daliwn ftaran aperasionalonya tdak
clerkin.
k-l svlas tanah Ldad dapat diberikan untuk sehuub permudkaan
T di selurth Indonesia, Sejak talun 1967 terjadi percetitu pada e berapi
seklor dar yung seouda diatur dalom UTLPA, yecknni kevika diterbitkan beberapa
mdang-unddang yang bersilac selioral. Vpdang-undang sckioral wersebu
seperl] Undang-Undang Nomor & Tahun 1967 tenlang Kelentuan-kelentxan
Pokak Kehulanan {eelah dinbah deagan Undang-Undang Nomaor 41 Tabun
149093, ndane-tndimg Nomer 11 Tahun 1967 1u111m1gKuLanum.a—.RclenLum]
Pertamnbangan {elah divbab dengan Undang-! Indang, Nom_m' 2 nl_mn 200
tenlane Perlambangan Mioyak dan Gas Bumiiy, Undung-Tindang Nomor |1
Talium 1974 teniang Penpairan {leah divbah dengan Undang 1 Indlzuge Nomoy
7 tabn 20047, Undang-Tndang Nomor 24 Talin 1992 1entang Penaloan
Ry (elah divbah dengan Undang Unelong Nomor 26 Tahun 20073 vang
di.imrﬁf:;kzm sehapad suatu undang-undang vang aksn di'.»;]nrkmnkun selureh
kegialao yang herkailan dengan bunu, airdan ruang adis.”
P Ldfs § Masution, Peatbargan Agrearia Didam Fomfeky Ponibanranan Rioneui, Muk:lllﬂlz
digampaikan pada Semmar “HEelarmm [embi Hukum dan Tkomomi™, Jalon vngka Dics
siatilis ke=52 a0 Medpn, B Agautos 2000, him, 9 .
CSutjipto Ralicjo, e Bk P 17 O asliyn T, L9a, hilm :\:1 y.
oA P Plindungan, Kot dror i e Pareieran fheaver Panndueg) Nl
Muju, 1993, him, 2
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Sonlini telub dditerbltkin pulie Undung Undng Nomor 27 Taluan 2007
tenlang Pengelolann Wiliynh 'esisic dun Pulao Pulia Becil, yong obycknya
Juga tanah yang ada di putau don pesisir dan dalam pengelolannnya dilokukan
oleh Kementerian Kelautan dun Perikanan, lanpa menyebut kelerlibatan
nstansi Badan Peranahan Nasional, Bagian dari pulau-pulau tersebut terdapat
sempadan panlai, karcna itn berdasarkan Peraniran Pemenntah Nomor 26
Tahun 2008 ditentukan bahwa kawasan/sernpadan panial dikategorikan
sebagai kawasan lindung atau kawasan perlindungan sctempart.'

Keberadaan undang-undang vang bersifal sekloral rersebut
menyebabkan kewenangan untuk memberikan hak-hak alas tanah dibatas.
Pembatasan lersebut hanya sepanjang tidak mencakup lingkungan atau
kawasan atau bidang-bidang lanah yang diatur oleh undang-undang sckioral.

B. PPenatagunaan Tunah Sempadan Pantai

PPembahasan lenang penataan tanah inl semakin elevan karena obyek
yang thkaji adalah penataan, pamilikan dan pengainaan tanah sempadan pantaj,
Penaiagunaan ini dalam implemenlasinya bersinggungan dengan aspek-aspek,
lain seperti aspek politik dan perlahanan keamanan seria rencana-rencana
pemerintah maupun pemernniah daerah dengan pengaturan peruntukan,
penggunazn dan pemaniaalan tanah yang dituangkan dalam Rencana Tala
Ruang Wilayah (RTRW). Terhadap penatagunaan tanaly ini dapat dilibat aturan
hukcumnya sebagaimana ketenmuan Pasal (4 Ayal (1) UUPA yanz menentukan,
bahwa Pemerintah dibenkan kewenangan membuat svalu rencana umum
mengenal persediaan, peruniukan dan pengrunaan bumi, airdan rang angkasa
serfa kekavaan alarn yang lerkandung di dalammya;

o) untuk keperluan negara;

b} untuk keperluan peribadalan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesual
dengan dasar Kethanan Yang Maha Esa;

¢} untuk keperluan pusal-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan
dan lain-lain kesgjahreraan;

d} uniuk keperluan memperkembangkan produkesi pedanian, peremakan dan
perikanan serta sejalan dengan itu; dan

" Lile juga Penjelason Pasal 4 Ayal (23 Perajuran Pemerintah Mamor |6 Talun 2004 lenlang
Penatagunuan Tanah vang menegoskin baliven sempiclan pusdni dikabeporikan sebags kawvason
Tung& mwusan perlindongan selemgi,
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e} untuk keperlunn memperkemibangknn Industri, tronsmigris doun
pertambungn,

Kemudian pada Ayat (2} dinyalakan balwa berdasarkan rencana
wnum tersebut, Pemerintab Dacrah mengatur persediaan, perunfukan dan
penggunaan burni, air dan ruang angkasa untuk daerahnya, sguai dengan
keadaan dacreh masing-masing, Penjelasan umum UUPA (point Il angka §)
ditentukan bahwa dengan adanya rencana (planning) 1ers ebut maka
penguunaan tanah dapat dilakukan sccara (erpimpin dan leranir hingga dapal
membawa manfaal yang sebesar-hesarnya bagi negara dan rakyal.
Perencanaan yang bermaksud menyedia-kan tarah untuk berbagai keperlgnn
tersebut sesuai dengan kelentuan yang berlaku dalam Rencana Umun} Tala
Ruang (RUTR) yang dibuat secara hierarki mulai dari tingkat Nasional,
Provinsi, sampai Kabupaten/Kota. ,

K etenluan Pazal 14 UUPA di atas menjadi landasan [ilosoDs bagl
penyusunain undang-undang penataan ruang, Penataan ruang lidak dapat
dilepas-kan dari cita-cita pencapaian kehidupan berbangsa dan hemegarp&
menjamin perwujudan nyata dari keadilan sosial bagi seluruh ralcyat Indonesia,
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang
penataan ruang dim:ksud adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1952
tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka (3) berbunyi bahwa p enatagunaan
ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
permanfaatan ruang, Selanjutnya pada Pasal 14 Ayat (2) diatur bahwa
perencanaan lata ruang mencakup perencanaan strukturclan pola pemaniaatan
ruang yang melipuli tata guna tanih, tata guna air, tala guna ndara dan Lflla
guna sumber daya alam. Dalam hal ini penatagunaan {anah merupakan baglan
Jani penalagunaan ruang,

Sejak diundangkan rahun 1992, penataan ruang khus‘u smya
penaragunaan tanah belum dapat berfungsi dengan baik karena ketiad aan
peranuran pelaksanaanmya. Baru 12 lalun kemudian, undang-undang mengenai
Pernataan Ruang ini akhirnys memiliki peraturan pelaksanaan, yakn]
Perawran Pemerintuh Nomor 16 Tahun 2004 (entang Penatagunaarn
‘[anah. Mengingal urgensinya, moka sejumlah ketentuan dalzam PP 16 Taliin

2004 kemudian diangkal menjadi pasal-pasal dalam Undang-Undang
Penataan Ruang yong buru (UL 26 Tahun 2007)."

IS urely, Fresea e, Iboni b Eiudan Peperhin Bblu, 2003, il 91,
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Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah
yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud
konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait
dengan peman(aatan tanah sebagai salu kesatuan sistern untuk kepentingan
masyarakat secara adil."” Tujuan penatagunaan tanah adalah unuk:'

a. mengatur penguasaarn, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbaga
kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW!

b. mewujudkan penguasaan, penggunadn dan pemanfuaian tanah agar sesua
detpruy arahan fungsi kawasan dalam RITRW,

e, mewujudkan werib pertanaban yang melipull penguasaat, penggunaan
diut pemanlaan mnah temmasuk pemeliharaan tangad seim pengendalian
peman-faatan tanah;

d.  menjamin kepastian hukum untuk meoguasa, mengeuiakan den meman-
faatkan tanah bagi masyarakal yang memptmyai hubungan huloum dengan
lanah sesuai dengan RERW vang welah diretapkan.

Berdasarkan Lujuan penatagunaan wanah, maka pemegang hak alas
taah di wajibkan untuk menggunakin dan memanfazitkan lanah sesval denggan
RTRW. Selain itu diwajibkan kepada pemegang hak atas wnah untuk
memelihara dan mencegah kerusakan lanah, " Swigguhpun demikian, dalam
Pasal @ dan 10 ditenukan bahwa penelapan RTRW Lidak mempengarul
status lwbungan hukum atas lanah, hanya saja penyelesaian ad Iminigirasi
perlanahan dilaksanakan apabila pemegang hak atas tanal meinenuhi syarat-
syarat menyuunakan dan meman faaikn tanalnya sesuai dengan Rencana Taig
Ruang. Selanjulnya dalam Pasal 11 dilegaskan bahiva lethadap lanah dalam
kinwasan lindune din kawasan cagar budayavang belum ada bak atas lanalinya
dapat diberikan hak alos tanal, keevali pada kawasan hulan dan pada lokasi
sifus.

Hanya saja sebagaimana diatur dalan Pasal 13 ayval {1} penggunaain
dan pemaniaacan tanah di kawasan lindung alau kawasan bu¢lidaya harus
sesual dengan (ingsi kawasan dalam RTRW, Hal yang khusus diatur dalam
Pasal 15, yakni penggunaan dan pemantiato anah pada pulau-pulau kecil

= gsnl Loogka 1B |G Taline 2000
U fhped Mragen 3
et Psal Talan B
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dan bidang-bidang tanah yang berada dt serpadan panlasi, sempadan danau,
sempadan waduk dan atau sempnadan sungal harus memperhatikan: a)
kepentingan umum; b) keterbalasan caya dukung, pembangunan yang
berkelanjutan, kelerkaitan ekosisten. keanckaragaman hayvati serta kelestarian
fungsi lingkungan. Dengan demilkian, lerdapal pengaturan pengguinan dan
peman (it Lanalh dalam kawasan lertentu termasuk sempacdan pania dengarn
persvaralan sedemikian rupa yang dikaitkan denpan kepentingan wun dan
o hogkuean [idup.

Secara khuwsus mengenal bidang-bidang tanab sempadan panlai lelal

ada pengaturan penataannya dalam Pasal 13 Peraturan Pemerinlah Nomor
16 Talun 2004 tenlang Penatagunaan Tanah, lerrmasulk pengaluran pulau-
pulan keeil, Sempadan pantai dan pulau-pulau keeil menipakan ruang daratan.
Ruang daratan iu dapat ditnanfaatkan untuk melakukan kegialan pemenuban
kebuluhan pangan mesyarukat, Keglalan i, sepertl wsahba perlanian,
peternakan, perikanan/tambak, industd dan perlambangan, sumber energl,
empat penelilion dan kawasan puriwisata, Ruang daratan dopat juga
difingsikem unudk kepentingae yang lebih fngpi, misalnya kelestarian lingkungan
idup, pertabanan dan keamanan atan kepentingan masyarakal selempal
khusosoya nelayan dact pekebun,

Pacla sisi lun, kavasan sempadan pantad dan pulao-pulau keel tersebu
juga lidak wertunip kermungkinan hilang secara alami, Hilangnya kawasan, baik
Larena sbrasi pantad, wengeelam alau hilang karena naiknya permukaan fal
yong disebabkan pemanasan global alan karena gempa bumi (Isunan).
Terdapat kerungknan juga balwa kawasan sempadan panial bertambali luas
secara alami karena munculnya tanah mbal akiba pelombang laut, misalnya
di wilayah Cirebon', Kawzsan seimpadan parlai dan kawasan pulau-pulau

1R s Cirebon Jawn Tarar, Euas wilayvah Kol Cirebon setiap Tanuwn lerus Bertambaly Jungian
muneuinys ey Dbl o sepanjane pesisic pant Cirebon, Mamuon baneak nsh bl ving
dikuasai worgs linps gin Badan Peranaban Mosienal - BPN - Kepada BRL Kepala Scka
Dengaturan Penpuasian Fowls Kaolar Dadan Penanahan Wasieoal {130M) Kota Circhon e
Selinwan mepaakan Lanah Unbul s nunen] disepangang: pantas Cirebon dam saet ind sidah
banyak nnmenk basgunan rumah. Gerdasarkon eotalan darl Kaowor Badan Pertmilian Kola
Cirebor, lunah Bt | vinge nomen] menjadi daratan Ji wilayah Bt Circbon mencapat 70
hekiare Tebile, Ak Wt pliaknen nwenyvasangkim bangak dei anah fimoe] u dikuissa
warga sekitar panti meski tieluk ek sernifikae resmis Padahal, dacrih sepican pimlai

danlim radive 2080 meee wwnnial i ek e nepaca, selineea dak b dinliki
aleh penehdnk engean Lelmes it oenmalsalik o sepam Taly seangoemang, sudah menpajukan
et PRt G bl ecse b Toqee b ot pervassbaes oomnn Hdiak bisaodilserikao sesngikal
|||_||'| Ay e e b, o lodi LT TN T RNTRIT TLLTTRATH e lIIIIIII.-".l".l‘."-]I|3II:'I~|.iI.||I.|.'L'I'I]'-.|.I'I"\|.:Iliﬁki”'
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kecil tersebul dapat juga diperluas dengan cara ditimbun (reklomasij untuk
kepentingan lertenhu,

Bahkan belakangan ini muncul kecendemngan “pengkaplingan” dan
penjualan pulau-pulan oleh sekelampok oranp, seperti kasus jual beli pulau
Bidadan di Nusa Tenggara Timur yang dijual oleh Haji Yusuf, penduduk
setempat kepada pihak warga negara asing (Ermest Lewandowski, Warpa
Negara Inggiris) pada tahun 2006 lalu. Penjualan pulau tersebut mendapat
reaksi beragam dari berbagai kalangan, lermasuk Menien Dalam Negeri saal
it v, Ma'mulyang menyamkan pembelian Pulau Bidadari oleh warga Inggins
tersebut menyalahi prosedur karena dilakulian di bawah tangan, padahal izin
vang diberikan adalah untuk investasi.'®

Terjadinya jual beli pulau Bidadasi tersebut menimbulkan persealan
lersendiri, apalapi dijual kepada orang asing, sebab dapat berpotensi
menimbulkan ancaman kearnanan dalam konleks kenegarann, juga jelas-jelas
menyatahi aturan yang berlaku schagaimana diatur dalam Pasal @ UTUPA vang
melarang orang asing mempunyai hubungan vang sepenuhnya dengan lanah
yang ada dj Indonesia.

Sempadan panai dan'sebagian dari pulau-pulau kecil mempunyai fungsi
dan manfaal sebagai tempal melakukan kegratan pemenuban kebutuhan
manusia Pernanfaatan yang Hdak terencana dapat mervsak ekosistem sehingga
perlu perlindungan dan pelestanian hngkungan hidup di sekitamya. (una
menanggulangi dampak dani kegiatan pemandaatan kawasan sempatlan pantal
dan priau-pnlau kecil, maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintab
MNomor 16 tahun 2004 ditentukan bahwa prenggunaan dan pemanlaalan Lanah
pada pulau-pulau kecil dan bidang-bidang 1anal yang berada di sempadan
paniai, sempadan danau, waduk dan alav sempadan sungai, harus
memperhatikan kepentingan nmum dan  keterbalasan daya dukung,
permbangunan yang berkelanjutan, kelerkailan ekosistem, keanekaragaman
hayari serta kelestarian fungst lingkungan.

Melaloukan penatagunaan anah sempadan pantai dan pulau-pulau
keeil memiliki arti penting, Arti pealing dad penalagunaan tanah (ersebul balnwa
pemanfaalan dan peggunaannya harus sungguh-sungpuh sesual dengan
[ujuannya yallu untuk mensejablerakan rikyat, Unwik in mekanisme
development control harus ditcgakan lengkip denpon sunksi {disinsenif)

% Harian Republika, despan judal Pt e Biguod £8 Beeweb feeegan, lecinbo langpal 2
belart 2006,
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bagi yung owelmgpr don bt dosenfif) bapl mercka yang tpat pada
peraturzn. '

C, Pemilikan Tanah Sempadan Pantai

Semula UURA lidak mengalur secara legas mengenal pemberian hak
atas pulau-pulau keeil dan sempadan pantai. Berdasarkan ketentuan Pasal
60 Peraluran Pemerintah Namor 40 Tahun 1996 entang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dinyatakan bahwa pemberian Hak Guna
Usaha. Hak CGuna Bangunan dan Hak Pakai' atas sebidang tanah yang
seluruluya merupakan pulau atau berbalasan dengan paniai akan diatur
{ersendir dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan terscbut kemudian ditindaklanjuli dengan Surat Edaran
Menleri Negara Agraria/Kepata Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-
1197 Tunpgal 3 Juni 1997, anlera lain dinyatakan bahwa: “Permohonan hak
alas tunah yang selurihnya merupakan pulan alau berbatasan dengan paniai
untuk tidak dilaysni sampai dikeluackannya Peraturan Pemerintah yang
mengalur hal lersebul.”

Selanjutnyva berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Agrarial
Kepala Badun Pertanahan Nasional Nomor 500-1698 Tanggal 14 Juli 1997
antara Jain dinyalakan bahwa: “Permolionan fjin lukasi dan permohonan hak
atas tanah yang berbatasan dengan pantai masih dimungkinkan diproses yang
dilakukan secara had-hali dan selekiif dan permohonmn yang diajukan setelah
ranepal 3 Juli 1997 agar dilaporkan kepada Menreri untuk mendapat perunjuk
pelaksanann lebih lanjul.”

1" By Budihisedjno, Keffek Tata Ruang dan Lirgkugen Hidg, daiom Penbangumn Beeerbiz Loty
Peran car K enteibws; Emil Salim, Takacta Kepusokoan Populer Gramediz, 2010, Rlm, 297

I Lk CGuen Usaha adalah hak untuk manposabekan lanab yang dikoasai langsung oleh negara
dalam jangks wakly lerentu guna perusabaan periniam. perikanan alau pelernakan ([nsal 28
LIDIEA Y, Hok Gune Bangunan adalah bk untuk mendirin dan mempuonyai banguoan-hangunan
alas lanah vong bukanooiliknya sendici dengan jamgka wakw pieling kma 30 tahon {Pasal 33
LILITEAY, Elak Dakad nulolals ik untuk mengewniban dan aau memumgut bagil dari tanah yang
dikunsai lanpsunge ool negnm ol il milik erang lwin yang memberi wewenang dan kewajiban
v citertubn dalim kel peitbeimanya oleh pejabal yang berwensng me mlcrikannya
atwg dalam peanging begon ki nolmyn yang bakan perjanjien sewa-menyesa alag
perjanguas pergas il Tl segalw sesatu nsol tidak bernenlimgan dengan prvi i kelenluun
unclang-unclmg e ('wand A1 TR (hdiwhapas, Ao Ageorna, Bandung, bandar M,
[543, Bilire b8, W alin L0
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Kelentuun yang lebih tegas diatur dalam Pasal i} ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomer 16 Tahun 2004 teniang Penataguinaan Tanah yang
mengatur bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung (termasuk sempadan
pantai} yang belum ada haknya dapat diberikan hak atas laual, kecuali pada
kawasan hutan. Akan telapi scbagaimana diatur dalam Pasal |3 Perawran
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, penggunaan dan pemanfaatan tanah di
kawasan lindung atau kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan
dalam RTRW dan lidak beleh mengganggu fongsi alam, Lidak mengubah
bentang alam dan ekosistem alami.

Penguasaan dan pemilikan atas tanah menjadi fakior penting uniuk
dapal memanlaatian dan menggunakan (anahoya, namun dalam penggunasan
tanah acda aluran yang membaasi kewenangan darl yang menguasai tnaly
tersebut. AP Parlindungan menyatakan, “diknasai” dan “dipergunakan” harns
dibedakan, datam arti bahwa dipergunakan im sebagat tujuan daripada dikuasai
dan kedua kata tersebul lidak ada sangkut pawmya dalam hubungan sebab
akibar."

Sekalipun dinyatakan bihwa dipergunakan sebagai (ujuan daripada
dikuasai, namun pengertian lersebul berbeda antara konsepsi yang dianul
oleh Pemerintah inclalvi peraturan perundangan dengan pengertian yang dianut
olch masyarakat. Masyarakal memandang bahwa apabila scbidang tanah
dikuasai maka penggunaannya juga sesuai dengan kepenlinganaya. [al im
dapat dimengerti karena sejak dahulu terdapar perbedaan anara perasaatl
hukum rakyal dan kesadaran hukum penguasa atas tanah. Perselisiban
mengenai fanah antara rakyat dan peinerintah secara wmum telal leradi karena
pandangan yang berbeda mengenai kansep hiak atas tanah.®

Peraluran perundang-undangan memandang diperkenankannya
pemberian hak aias tanah pada sualu pulautermasuk pada kawasan panla
dengan kelentuan penggunaannya harus disesuaikan dengan fungsi kawasan
yakni sebagal kawasan lindung. Sungruhipun pengaciai pemberian hak atas
lanak pada snamt pulau masth menunggu aturan pelaksanaan. Sementara itu
masyarakal beranggapan bahwa penpguasaan aas tanah berkailan cral dengan
pengpunaaninya. menguasai tanah beranti dapal menggunakannya juga. Balian
masyarakal merasa bebas dan tidak memiliki beba untuk menjual tanahnya

AT Parkindunpan, | 993, ¢l Ting, <L
e Sihombing, Fvolns B eteiperkerrs ey toradian P fliin Tinvieeh fevifonrenien,
Jnknrtes Tk Crumngg Agangy, M0, Do, o
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(melalukan peraliban) kepada pihak asing, Padahal status haknya belum jelas,
apakah 1a sebagai pemegang hak milik alau sekedar menguasal tanah secara
ik

Berdasarkan peralihan itulah ada kecenderungan tanah-1anah panlal
{sempadan pantai} dikuasai oleh pihak asing yang digunakan unmik usaha
panwisata. Tentunya hal itu tidak brsa dibiarkan begilu saja. Asas kebengsaan
atau nasionalilas yang lermual pada Pasal 9 UUPA hars dilepalckan. Hak
mulik atas tanah tidak boleh jath pada pihak asing. Unhik itu Pemerintal
lelnh mengeluarkan ketenman entang larnean pengounaan ks mutlak dalam
lransaksi atau peralihan hak atas Linab, dengan ancaman perjangian tersebul
batal demi hukum.?! Tika hak milik atas lapah pada akhimya penguasaan
izsiknva ataua kepenilikanmya ada pada orang asmg, bisa berdampak acgatif
baik hagi hangsa dan Negara, apalag kalau belum ada balas-barasnya. Autinya
kedaulatan wilayah Indoncsia bisa-bisa jatuh pada orang asing.

Penpuasaan tanah oleh pihak asing tidak bisa dihindari. mengingat
mobilitasnya dan yang imasuk ke wilayah Indonesia rerus meningkal di Era
elobalisast dewasa ini. Apalagi sewing pervbahan politik pada orde bar, justro
banyak tanah dikuasai oleh sekelompok pemodal asing, * Hal ini diindikasikan
oleh banyaknya pihak asing yang menguoasai tanah di beberapa lempal di
Indomesia, di antaranya di Provinsi Ball.? Demikian juga di kawasan Panta
Kabupalen Lampung Baral.

Kabupaien Lampung Barar memiliki asel wilayah pesisic scpanjang
220 km dan sanpal polensial dikembangkan menjadi obyek wisata pantad.,
Terdapatl tujuh obyek wisala panlai yvane sangal potensial dikembangkan,
yairu Panlai Tamjung Setta, Panlai Selalau, Fantal Way Janbu, Pantai Labuban
Tukung. Pantay Way Haru, Panlai Way sindi, dan Pantai Suka Negora.
Meskipun sampai saal ind bon berhasil dikelola sekiar 40 persen, tetapi setiap

M Inglrukai denter Dalmmn Meper Wotmar 8 Talien 1982 1emiany Lacanpan Meopomiane Euash
hutlak Seliagai Pemindahan 1Tak Avos Taah

E Cunawan Wi, Prossee-Priosce Befiormea Agravia Jalan Penphidupean dan Kemeak-mmeran
Makyere, Yopyakarty Lapera Pastoks Dlamis, 20071, hlm. 162,

B Prowinsi Baoli yang werupakon ujum wisala alama A Todonesia, pada wln 2001 el
memliki penduduk WA sebonyak W71 jIwa (B Pravings Bali, 2001 ), Khusos di RKabupalen
Tobonan, sarmpai podic okl inhan 20060 weinh lercmiol sebanyak 36 penduduk WA, Tihat [
teladde Sumadene Aocateres Soded Kepteaacimten Petranfeaton Taieh Antara Werga Negara Asing
Doppern Peoebiedeed Lokend chtads Koo ofe Dvaer Leadvere Liapgrerhe Kecoerirten Setenadeg Barat
fafpeten folwanerey Peevian e, T lneses, elingemen do Tisnis = Dstinal Pertanian Do,
2008 Qv et nr s ol e, Tl Lo, b 20 Diesenuher 24604,
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lahun sudah dikunjungi sekitar 3.000 wisalawan pancanegara { Amerika,
Australia dan Ecopo). Pada tahun 2008 Bupati menempatkan pariwisala
sebagai sektor unggulan dalam pembangunan daerah.”

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah banyak teyadi
pelanggaran {ethadap garis sempadan pantan, misalnya pembangunan villa atau
hotel yang menjorok ke laul. Hal ini jika dibiarkan rmaka akan menutup akses
masyarakat terhadap laut, schingga nelayan tidak bisa berlabuh, Dan scgi
keamanan nasional juga perlu diwaspadai, karena bisa saja terjadi
penyelundupan orang asing lewat jalur Jaul. Arinya dari laul langsung bisa
masuk ke dalam villathotel,

D. Penutup

Penataan tmah scmpatan pantai harus diselaraskan dengan berbagal
kepentingan masyarakal, perturmbuban ekonoml. investasi dan pembangunan
lingkungan hidup. Implenentasinya sering ierjadi benturan peraluran
perundanpan yang rengatur bidang atau seklor lerentu, nusalnya pengelolaan
kawasan lindung, Tencana tata mang nasional, dan pariwisala, meskipun telah
ada RTRW yang lertuang dalam Peraturan Daerah karena dalam suatu kawasan
{sempadan panlai) pengelolaannya memil iki peraluran sendiri-sendiri.
Berbagai permasalahan yang muncul dan semakin komplcks. mengakibatlcan
kesulitan pengaturan penalazn dan pengelolaan sumberdaya agrana ienitama

(anah sempadan pantal.

Tanah sempadan pantai meaurut kelentuan yang berlaku dapat
diberikan kepada masyarakal denpan hak-hak atas anah sesnai dengan
macam penggunaan dan calon pemegang huknya, seria selarang dengan
rencana lata ruang wilayvol yang ada.

Implementusi penatasn tanah sempadan panlii memetlukan Jangkali-
lanpkah korekdtif penyempurnaanrya, yaio:

a, Perlunya terkoordinasi dalam penggunaan dan pemanlaalan {onvah agar

konflik penggunaan Jan pemanfaatan tanah - bark antar seklor maupun
antar wilayah tidak terjadi, misaloya antara sckilor kehutanan dan

e e er lnpuog bl wandpress con UUREAUL ) ek =wisito-pand -] -
Lo [rnm=t itk i1, lmbses 21 desgmbios JEHD
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pertarnbangan, pertanian dan perkataan, perekonomian (pariwisala) dan
lingkungan hidup, dan lain-fain,

b. Pencgakan hukum (faw enforcement) harus diefektifkan, mengingat
pelanggaran-pelanpgaran penppunaan dan pemanfaatan tanah yang terjadi
selama ini belum dikenakan sankst. Keseimvanya berdampak pada
inefisiensi sosial dan ckonomi dalam penggunaan dan peman faatan tanah
serta degradasi kualitas lingkungan hidup.

c. Peran seria masyarakal dalam penaraan tapah sempadan pantai perlu
mendapal porsi vang besar, mengingat salah satu esensi kebijakan
perranahan vakni perlindungan hak alas tnah, fungsi sosial tanah, keadilan,
scrta partisipasi masyarakat, sehingga dapat tercipta penggunaan dan
penguasan tanah uk sebesar-besar kescjahreraan rakyat.
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